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Bagaimana sejarah berdirinya Bank Mandiri Syariah ?
Bagaimana Profil Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ?
Apa visi misi Bank Mandiri Syariah ?

PoNE

Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya?

Bagaimana Struktur Organisasi serta tugas wewenang yang ada pada Bank

5. Produk apa saja yang ditawarkan Oleh Bank Mandiri Syariah KC Klampis

Surabaya?

6. Dimulai sejak kapan produk gadai emas didirikan dan mulai beroprasi Bank

Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ?

7. Produk gadai emas apa saja yang tersedia di Bank Mandiri Syariah KC Klampis

Surabaya?

8. Apa ada kebijakan tertentu dari Bank Mandiri Syariah KC Klampis untuk produk

gadai emas?

9. Apa perbedaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya

dibandingkan dengan bank lain ?

10. Apa keuntungan nasabah jika melakukan pembiayaan gadai emas di Bank

Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya ?

11. Asuransi berupa apa yang diberikan kepada nasabah dan berapa besarnya asuransi

tersebut ?

12. Bagaimana prosedur pengajuaan pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri Syariah

KCP Klampis Surabaya?

13. Persyaratan apa yang harus dipenuhi nasabah?, dan bagaimana jika nasabah tidak

memiliki salah satu persyaratan tersebut?, contohnya ?

14. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan gadai emas di Bank Mandiri

Syariah KCP Klampis Surabaya?

15. Apa keuntungan dan kelemahan akad ijarah dalam pembiayaan gadai emas di

Bank Mandiri Syariah KCP Klampis Surabaya?

16. Berapa persen keuntungan yang diambil Bank?, contoh kasuistik perhitungan

ujroh dengan nasabah?

17. Bagaimana cara menafsirkan emas tersebut layak atau tidaknya untuk diberikan

pembiayaan?
18. Bagaimana cara menghitung kadar emas barang yang akan digadai?

19. Jika emas tersebut tidak layak untuk diberikan pembiayaan kebijakan apa yang

dilakukan bank?, contoh kasuistik ?
20. Mengapa biaya pemeliharaan/ujroh baru dibayar pada saat pelunasan ?



21.

22.

23.

24,

25.

26.

Apa ada nasabah yang tidak setuju dengan biaya ujroh 7000/15 hari?, bagaimana
bank mengatasi hal tersebut?

Apakah seluruh nasabah dengan pembiayaan berbeda mendapatkan jangka waktu
yang sama yakni 4 bulan? Bagaimana jika ada nasabah yang meminta jangka
waktu lebih dari 4 bulan ?

Jika nasabah membutuhkan pembiayaan lebih dari 250jt apa tindakan yang
dilakukan oleh Bank ?

Apa ada tenggang waktu untuk nasabah yang gagal bayar? Bagaimana cara bank
mengatasinya?

Bagaimana dengan biaya administrasi dan ujroh untuk nasabah yang gagal bayar?
contoh perhitungan dan kasuistik?

Contoh 1 kasuistik mulai awal nasabah menggadai hinga pelunasn dan nasaabah
bermasalah ?
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

Mational Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sckretariat : Masjid lstiglal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pfusa 10710
Telp (021) 3450932 Fax. (021) 3440889
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FATWA
DEWAN SYART AH NASIONAL
NO: 09/DSN-MUTTV/2000

Tentang
PEMBIAYAAN IJARAH

s 3 T
I«._.."-le |_J_.L"'-_.,_'ll sl et

Dewan Syari’ah Nasional setelah

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu
barang sering memerlukan pthak lain melalui akad jjarah, yaitu
akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam
waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag), tanpa ditkut
dengan pemindahan kepemilikan barang 1tu sendiri;

bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lamn
guna melakukan pekerjaan tertentu melalw akad yjarah dengan
pembayaran upah (ujrah/fee);

bahwa kebutuhan akan jjarah kimi dapat dilayvam oleh lembaga
keuangan syari’ah (LEKS) melalu akad pembiayaan 1yarah;

bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN
memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad parah untuk
dyadikan pedoman oleh LKS.

Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32
’Hhﬁjwﬁt;;_;-:»l:-hlﬁthJJk_—.**JQmA:;_;l
'L..,...;LT :b_a..\a_:.r ..L:-gu.'l .._,.,-L ):a ,,ix_l u} -y._h..uiﬂ.r lL.m_')I :.'L.;.,L'n

t-'t.-; Bags » B I sg s Es 2

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuharmu?
Kami telah menentulkan antara mereka penghidupan mereka
dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian
mereka atas sebagian vang lain beberapa derajar, agar seba-
gian mereka dapat mempergunakan sebagian vang lain. Dan
rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa vang mereka kumpulkan. "

Firman Allzh QS. al-Bagarzh [z]- 233:

=
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Dcm Jika kamu ingin analmu disusukan oleh orang lain,
rrdak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembavaran
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menurut vang patut. Bertagwalah kepada Allah; dan ketahuilah
bahwa Allah Maha Melihat apa vang kamu kerjakan.”

3. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:
- "t . s Bl = P # L] B N L] .
@i SLmE S o T O el il L] S
Foa élp
c oty

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai avahku!
Ambillah ia sebagai orang vang bekerja (pada kita), karena
sesunggulrya orang yvang paling baik vang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) adalah orang vang kuat lagi dapat
dipercaya. "

4. Hadis nwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:
oo ML BTl PORL S SR
“Berikanlah upah pekeria sebelum keringamya kering.”

5. Hadis nwayat “Abd ar-Razzaq dan Abu Hurairah dan Abu Sa’id
al-Khudri, Nabi s.a w. bersabda:

Joa ¥ gy l--.q:- sq € L. B -
- =

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukaniah
upahnva.

6. Hadis nwayat Abu Daud dan Sa’d Ibn Ab1 Waqgash, 1a berkata:

a . - . ~ #i' = N ¥
sLl Al t;}n R R A (P G
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“Kami pernah menvewankan tanah dengan (bavaran) hasil
pertaniannyva; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal
tersebut dan memerintahkan agar kami menvewakannva dengan
emas atau perak.”

7. Hadis Nabi riwayat Tirmudzi dari “Amr bin “Auf:

P Y R T T T R T PV B I
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“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian vang mengharamkan vang halal atau menghalalkan
vang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali svarat vang mengharamkan vang halal atau
menghalalkan vang haram.”

Dewan Syariah Nasional MUT
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8. Ijma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa.
9. Kaidah figh: _ )
Ll S J 05 020 51 ) -Gy el LA
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharambkarmya. ”
R T T A T
plladt e e pis :JLTMJ'. 53
“Menghindarkan mafsadar  (kerusakan, bahava)  harus
didahulukan atas mendatanghkan kemaslahatan.”

Memperhatikan Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 Apnl 2000.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PEMBIAYAAN IJARAH
Partama : Rukun dan Syarat Jjarah:

1. Sighat Jjarah, yaitu yyab dan gabul berupa pernyataan dari kedua
belah pithak vang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau
dalam bentuk lain.

2. Pihak-pithak vang berakad: terdini atas pemben sewa'pemberi
jasa dan penyewa/pengguna jasa.

3. Obyek akad 1jarah adalah :

a. manfaat barang dan sewa; atau
b. manfaat jasa dan upah.

Kedua - Ketentuan Obyek Ijarah:
1. Obyek yarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atan
jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa ~ dilal© dan “dapat
dilaksanakan dalam kontrak.

3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).

4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syari'ah.

5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk
menghilangkan  jahalah  (ketidaktahvan) vyang  akan
mengakibatkan sengketa.

6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau
identifikas: fisik,

7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang diyanjikan dan dibayar
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang
dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dyadikan sewa
atau upah dalam Ijarah.

Dewan Syariah Nasional MUI
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Ketiga

Keempat

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jaza (manfaat lam)
dar jenis yang sama dengan obyek kontrak.

9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan [jarah

1. Kewajiban LKS sebaga: pemberi manfaat barang atau jasa:
a. Menyediakan barang yang dizewakan atau jaza vang
dibertkan
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
¢. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebaga: penerima manfaat barang atau jasa:
a. Membavar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesual
kontrak.
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang :zifatnya
ringan (tidak materul).
¢. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran
dart penggunaan vang dibolehkan, juga bukan karena
kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia
tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penvelesaiannyva
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Svani’ah setelah tidak tercapai
kesepakatan melalui musyawarah

Ditetapkan di  : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1421 H.
13 Apnl 2000 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

&

"H.A. Nazn Adlani
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National Sharia Board - Indoncsian Council of Ulama

Sekretariat : Masnd Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma. Jakarta Pasat 10710
Ielp(021) 3450932 Fax (021) 3440889
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FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUTLTIT/2002

Tentang
RAHN

%

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang : a  bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan utang;

pb. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu
merespon  kebutuhan masyarakat tersebut dalam
berbagai produknya;

c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinstp  syari’ah, Dewan Syariah Nasional
memandang perlu menetapkan fatwa untuk dyadikan
pedoman tentang Rahn, vaitu menahan barang sebagai
jaminan atas utang.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:
b P b e N I ',.”_,
3:.2';;5.; JLQJ,' WS \J‘:L*,ujp—‘}liv‘ JL:—(»...:’Y Sl

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu
tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendakiah

ada barang tanggungan yang dipegang ...".

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dar1 ‘Aisyah
r.a., 1a berkata:

4/’ - s, /‘Iﬂ 9// A,, jr ;« ° -
o Llb (502 vx.,,a,um‘;mm JJL) of

o Jz/.«/
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“Sesungguhnya Rasulu]lah s.aw. pernah membeli
makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu
Majah dar1 Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

-
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Memperhatikan

wn

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik
vang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan
menanggung resikonya."

Hadits Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al-
Nasa’1. Nabi s.a.w. bersabda:

2 e p B3 2 - o Mg oy gt 22 e o B it
Cote oA Sy A OIS 13 amaal, (ST ekl
oo

caaath 0y TS0 el ety (UhR0e OIS 13 axaat,

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh
dinaiki dengan menanggung biavanyva dan binatang
ternak vang digadaikan dapat diperah susunya dengan
menanggung biavanya. Orang yang menggunakan
kendaraan dan memerah susu tersebut wajib
menanggung biava perawatan dan pemeliharaan.”

Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-
Zuhaili, al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).
Kaidah Fiqih:

|

P
-

% -, =adx B > p.¢ = > - P s . b ] X £
e I SN OF W) BUYE ontl o AN

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yvang mengharamkannya.

Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

.’a’° x s & A f;’,o)nhzzo":! -9 2.
iU.A.;,-\?.:ngH ;)\fsrdbdra{“i\@xut\.m?}'\b‘}
(FIY 2 ¢ &zl )Y oall)

Mengenai dalil ijma’ ummat Islam sepakat (ijma’)
bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan
utang) diperbolehkan

o A
o}o’. s

. - - - R
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AN ai 4..15 CI5N Jb)b ;LA..J\ 5.3 JA\)U
(Y)Y 2 Y e Al g sl o)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai
secara penuh sepawjang tidak  mengakibatkan
berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

WYY Y -
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Dewan Syari'ah Nasional MUT
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Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat
bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaathan
barang gadai sama sekali .

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional
pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002
dan hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002
MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG RAHN

Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan
ketentuan sebagai berikut.

Ketentuan Umum

1.

.LI|

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin
(vang menyerahkan barang) dilunasi.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin.
Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh
Murtahin kecuali se1zin Rahin, dengan tidak mengurangi
nilai Marhun dan pemanfaatannya 1tu sekedar pengganti
biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penvimpanan Marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga
oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Penjualan Marhun

a. Apabila jatuh tempo.  Muwrtahin  harus
memperningatkan Rahin untuk segera melunasi
utangnya.

b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya,
maka Marhun dyual paksa/dieksekust melalu
lelang sesuvai syariah.

c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang
belum dibayar serta biaya penjualan

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Ketentuan Penutup

&

Jika salah satu pithak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika terjadi perselisithan di antara kedua belah pihak,
maka penyelesaiannya dilakukan melalu1 Badan
Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan

Dewan Syari'ah Nasional MUI
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melalut musyawarah.

2. Fatwa i berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian han ternyata terdapat

kekeliruan, akan diubah dan disempumnakan sebagai-
mana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Jum 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris.

H.ML.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
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Sekretariat : Masiid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma. Jakarta Pusat 10710
Ielp (021) 3450932 Fax (021) 3440889
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FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 26/DSN-MUTTIIL2002

Tentang
RAHN EMAS

P

. 5 . >
-‘J- Jl

Ef

\

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang : a.  bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi
kebutuhan masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan
barang sebagai jaminan atas utang;

b. bahwa bank syari'ah perlu merespon kebutuhan
masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;

c. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim
menjadikan emas sebagai barang berharga yang
distimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai
jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;

d. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional
memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu
untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. al-Baqgarah [2]: 283:

M..MJL& L..:L,(la.bu(‘_l;ajé..u_sl;,\.:;. o

-

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu
tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang....

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dan
A'isyah r.a, 1a berkata:

L Bk S \‘;.b)&..&a»\gbwlv‘}fj)gl
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Sesungguhnya Rasulullah s.aw pernah membeli
makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.

3. Hadis Nab1 riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Tbnu
Majah dart Abu Hurairah, Nab1 s.a.w. bersabda:

41;’, L 4w, Q.ul 4l (0 b O YURCTAR

P
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2
LE N
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"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari
pemilik vang menggadaikannyva. Ia memperoleh
manfaat dan menanggung resikonya."”

Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-
Nasa't, Nabi s.a.w. bersabda:

iJ:;M: 3:0\ l. cL:rBJA .JUT \)‘ 4.zg~ <’°’ J%liﬂ
:,::..:) t._.b/:; ;.\5\ dl;} r.\.:;jbj:: lf \Jl dxial

PP

Jazal

"Tunggangan (kendaraan) vang digadaikan boleh
dinaiki dengan menanggung biqvanya dan binatang
ternak vang digadaikan dapat diperah susunya
dengan  menanggung  biavanyva. Bagi yang
menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib
menyvediakan biayva perawatan dan pemeliharaan.”

Iima’ :

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-
Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V:
181).

Kaidah Fiqh:
” - - ° > b4 Pl
Je s J oty i Uy vﬂuuAh S L

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh
dilakukan kecuali ada dalil vang mengharamkannyva.

Memperhatikan = 1a Surat dari Bank Syariah Mandini No 3/305/DPM
Tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan
Fatwa atas Produk Gadai Emas.
2 Hasil Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari
Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.
MEMUTUSKAN
Menetapkan 3 FATWA TENTANG RAHN EMAS
Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn
(lthat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002
tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun)

ditanggung oleh penggadai (rahin).

Dewan Svari'ah Nasional MUIT
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3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besamya
didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata

diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan
berdasarkan akad Ijarah.
Kedua - Fatwa 1 berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan jika di kemudian han ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal 14 Muharram 1423 H
28 Maret 2002 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.:(021)3904146 Fax.:(021)31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014
Tentang

PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN
(AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN)

g A A
Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait rahn dipandang belum
mengakomodasi pengembangan usaha berbasis rahn;
b. bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait
pengembangan usaha berbasis rahn;
c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI

memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang
disertai rahn (at-tamwil al-mautsug bi al-rahn) untuk dijadikan

pedoman;

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.
a. QS. Al-Baqarah [2]: 283:
-2 pl*:e e % - -“ s %< 1- -ﬁ‘ St e
e AR OB l:j\f‘,.\{-?,{u- J"r‘{"b
“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak
memperoleh seorang juru tulis maka hendakiah ada barang

tanggungan yang dipegang ...".
b. QS. al-Ma’idah [5]: 1:
- 338l it i sl gy
“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."
c. QSal-lsra’ [17]:34:
e V3hos S8 20 & il 138565. ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu
akan dimintai pertanggung jawaban..."
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Memperhatikan

2. Hadis Nabi s.a.w.:

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari *Aisyah r.a.,

ia berkata:

Q) Gosd be Uil b ey e 0 oo o J25 O
S e B3 kg o]

“Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan

dengan  berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi
menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. "

Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah
dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:
Ak oleg 22 4 s g o 2o 2390 5k Y

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang
menggadaikannya. la memperoleh manfaat dan menanggung
risikonya."

Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i,
Nabi s.a.w. bersabda:

< s 5 % é ’,‘, Relesr 38 JE1 et ] i
13 waay Cpkd jA AT oLf\S; wazy L33 }JJ
1% LN o o 5 2. (%ede.s &
.m‘ :-r‘;"'lj \'_.Sj.‘ g.;.:\.“ d‘&, eb,‘/ oS

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki
dengan menanggung biavanya dan binatang ternak yang
digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung
biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah
susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan
pemeliharaan.”

lima*:
Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Figh
al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

Kaidah Fikih:

hd e s 3o O Yy deuyt oSuwdh g Y

“Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”

Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain:
a. Pendapat Ibnu Qudamah:

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
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S B g B s e Sl &G ey o
“Mengenai dalil ijma’ umat Islam sepakat (ijma’) bahwa
secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang)
diperbolehkan.™

b. Pendapat al-Khathib al-Syarbini:
it gae) 030 el Ll L 55 Y A Pl 48 a0l
O 2 ¥ @l

“Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara
penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya

(nilai) barang gadai tersebut.”

24

A
“Mayoritas ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa
penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama
sekali.”
2. Ketentuan al-Ma‘ayir al-Syar‘iyah No: 39 (2-3-3):
ey gy JSIS SUY a3k g oA Dph 32N
SN 3 L il 8 0P .ﬂ'L...J" ) (s caaly aglathiy
e Ly A f adth f it
Sl Bl 3 il 4l
“Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang
(akad al-rahn) terhadap akad yang bersifat amanat, antara lain
akad wakalah, akad wadi ‘ah, akad musyarakah, akad mudharabah,
dan obyek ijarah di tangan musta jir; apabila rahn dimaksudkan
untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketika
Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi
syarat-syarat, maka akad rahn diperbolehkan.
3. Fatwa-fatwa DSN-MUI:
a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUIIII2002 tentang

Rahn;

b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUVIII/2008 tentang
Rahn Tasjily;

c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUUVII/2004 tentang
Ganti Rugi (7a 'widh),
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4. Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/S5-001202/2013 tentang
Fatwa Rahn untuk Pengembangan Produk Pegadaian Syariah
tertanggal 10 Oktober 2013;

5. Hasil pembahasan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim
Pegadaian Syariah dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08
Pebruari 2014;

6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis
Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : Fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-
Mautsugq bi al-Rahn)
Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Rahn adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:
25/DSN-MUV/I11/2002 tentang Rahn: fatwa DSN-MUI Nomor:
26/DSN-MUVIII/2002 tentang Rahn Emas: dan fatwa DSN-MUI
Nomor: 68/DSN-MUV/II/2008 tentang Rahn Tasjily:

2. Akad Jual-beli (al-bai‘) adalah secbagaimana dalam fatwa
DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUVIV/2000 tentang Murabahah;
fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli
Salam: dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUIIV/2000
tentang Jual-Beli Istishna“;

3. Akad Qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:
19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh;

4. Akad Jjarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah:

5. Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI
Nomor: 08/DSN-MUTI/TV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah:

6. Akad Mudharabah adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI
Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh):

7. Ta'widh adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor:
43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (7a 'widh):

8. Akad amanah adalah akad-akad vang tidak melahirkan kewajiban
untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta
tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);
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Kedua : Ketentuan Hukum
Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (Rahn) sesuai ketentuan
dalam fatwa ini.

Ketiga :  Ketentuan terkait Barang Jaminan (Marhun)

1. Barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik
benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat
diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk. efek
syariah atau surat berharga syariah lainnya;

2. Dalam hal barang jaminan (marhun) merupakan musya’ (bagian
dari kepemilikan bersama/part of undivided ownership), maka
musya’ yang digadaikan harus sesuai dengan porsi
kepemilikannya;

3. Barang jaminan (marhun) boleh diasuransikan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.

Keempat :  Ketentuan terkait Utang (Marhun bih/Dain)
1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;

2. Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus
kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor:
11/DSN-MUVIV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.¢)

3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnva serta
jangka waktunya;

4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu
pembayaran:

5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal
diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
a. mengenakan ra 'widh dan ra'zir dalam hal Rahin melanggar
perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu
pembayaran utang diperpanjang.

Kelima :  Ketentuan terkait Akad

1. Pada prinsipnya, akad rahn dibolehkan hanya atas utang-piutang
(al-dain) yang antara lain timbul karena akad gardh, jual-beli
(al-bai ) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijjarah) yang
pembayaran ujrahnya tidak tunai;

2. Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak dibolehkan adanya
barang jaminan (marhun); namun agar pemegang amanah tidak
melakukan penyimpangan perilaku (moral hazard), Lembaga
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Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (marhun) dari
pemegang amanah (al-Amin. antara lain syarik, mudharib, dan
musta jir) atau pihak ketiga.

3. Barang jaminan (marhun) dalam akad amanah hanya dapat
dicksekusi apabila pemegang amanah (al-Amin, antara lain syarik,
mudharib, dan musta’jir) melakukan perbuatan moral hazard,

yaitu:
a. Ta'addi (Ifrath), yaitu melakukan sesuatu yang tidak
boleh/tidak semestinya dilakukan;

b. Tagshir (tafrith), yaitu tidak melakukan sesuatu yang
boleh/semestinya dilakukan: atau

¢. Mukhalafat al-syuruth, yaitu melanggar Ketentuan-ketentuan
(yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati
pihak-pihak yang berakad;

Keenam :  Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin

1. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena akad jual-beli
(al-bai’) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan
Murtahin hanya berasal dari keuntungan (al-ribh) jual-beli;

2. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karcna akad scwa-
menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka
pendapatan Murtahin hanya berasal dari wirah,

3. Dalam hal rahn (dain/marhun bih) terjadi karena peminjaman
uang (akad gardh), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari
mu 'nah (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas marhun yang besarnya
harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana wrah dalam akad
fjarah;

4. Dalam hal rahn dilakukan pada akad amanah, maka
pendapatan/penghasilan Murtahin (Syarik/ Shahibul Mal ) hanya
berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang
Amanah (Syarik-Pengelola/ Mudharib):

Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn

1. Akad Rahn berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau
menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan
Marhun kepada Rahin:

2. Dalam hal Rahin tidak melunasi utangnya atau tidak
menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati,
maka Murtahin wajib mengingatkan/memberitahukan tentang
kewajibannya;
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Kedelapan

Kesembilan

3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memper-
hatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, Muwrtahin
boleh melakukan hal-hal berikut:

a. Menjual paksa barang jaminan (marhun) sebagaimana diatur

dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-
MUVII/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5): atau

. Meminta Rahin agar menyerahkan marhun untuk melunasi

utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan
harganya mengacuw/berpatokan pada harga pasar yang berlaku
pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (tsaman)
jual marhun dengan utang (dain) atau modal (ra’sul mal),
berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor:  25/DSN-
MUI/TII/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5).

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan
melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah
tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H
02 April 2014 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

ICHWANS
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